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SALINAN

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 21 TAHUN 2OO8

TENTANG

PELAKSAI{]AAN PEIIGADAAi,I CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
(cpNsD) KABUPATEN KEDIR1 TAHUN ANGGARAN 2008

Menirnbang

Mengingat .

BUPATIKEDIRI,

: a. bahwa sesuai Surat Menteri Negara pendayagunaan Aparatur
Negara tanggal 18 Juti 2008 Nomor: 812115/M.PAN/712008 perihat :

Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi Untuk pengadaan pNS Tahun
Anggaran 2008, Berita Acara tanggal 23 Oktober 2OO8 Nomor
810/1089/418.64/2008 tentang pelaksanaan pengadaan Calon
Pggawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran
2008 dan Nota Dinas Badan Kepegawaian Daerah tanggit ZS
Oktober 2008 Nomor B}}t'tOgOt41B.6/,tZOOB perihat LaporJri Hasit
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan pengadaan Calon pegawai
Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran
2008, perlu menetapkan pelaksanaan pengadaan Calon pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana climaksud dalam
huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati Kediri tentang
Pelaksanaan Pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil Daerai
(CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
38s0);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

BUPATI KEDIRI
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5. hun 20O3 tentang Keuangan Negara
lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
epublik lndonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O04 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tlhun 2OO  Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 pembentukan peraturan
Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republii
lndonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan _ 

pertanggungjawaban Keua-ngan f,f"S"i"
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400)

9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negari Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lemdaran Nf;gaia
Republik lndonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor

lik tndonesia Nomor 4437)
ir dengan Undang_Undang
Republik lndonesia Tahun

Nomor 4844); 
mbaran Negara Republik lndonesia

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerlntah pusat dan pemerintahan Dae-rah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443g);

12. Peraturan Pemerintah Nomor gg Tahun 2O00 tentang pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesiiTahun
2000 Nornor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4O16) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia
tlomor 4192);

13. Peraturan Pemerifitah Nomor 9 Tahun 2O03 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian pegawai Negei
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor-.tS,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4578);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara R.epublk lndonesia Tahun 2005 Nomor
'165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4593);



3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20O7 tentang pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintihan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);

17. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2OO2 tentang pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negira (APBN)
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 73,
Tambahan Lembaran l,legara Republik lndonesia Nomor 4212)
sebagaimana diubah dengan Keputusan presiden Nomor 72 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4418);

18. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republk lndonesia Nomor 4330) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan presiden Nomor 95
Tahun 2007:

'19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

21 . Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008;

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21IPMK.02l2OO7 tentang Kerja
Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi pegawai Negeri Sipif;

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.OZ2008 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan itomoi
45lPMK.O5t2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O0g
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 1);

27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
@erita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATUMN BUPATT KEDtRl TENTANG PELAKSANAAN

PENGADAAN CALON PEGAWA|NEGERI StprL DAERAH (CPNSD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2OO8
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Pasal 1

Dalam Perafuran Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Kediri

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat De\Man peruakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan, dan Kelurahan.

5. Pejabat yang benvenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan
Pegawai Negeri berdasarkan peratwan perundang-undangan.

6. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah pegawai Negeri Sipii Daerah
Kabupaten Kediri yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemeiintan
kabupaten Kediri .

7. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah kegiatan untuk
mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan,
pengumuman, pendafiaran, tes penyaringan, pengangkatan Galon
Pegawai Negeri Sipil Daerah sampai dengan pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

MAKsuDBm'rrrro*

Pasal 2

Maksud dilaksanakan pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD) Kabupaten Kediri adaiah untuk mengisi lo,yongan formasi
Pegawai N4eri Sipil Daerah yang disusun berdasarkan analisis
kebutuhan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakan pengadaan CPNSD adalah untuk memperoleh
Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang probsional, jujur, bertanggung
jawab, netral dan rnemiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan
yang akan diduduki.

nunr.ridflrlllrup

Pasal 4

Ruang lingkup pengadaan CPNSD adalah pengadaan Calon pegawai
Negeri Sipil Daerah di lingkungan Kabupaten Kediri.
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BAB M
PELqKSANMN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Pelaksana pengadaan

Pasal 5

Pengadaan CPNSD Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2OOa
dilaksanakan oleh Tim Pengadaan Calon pegawai Negeri Sipil Daerah
(CPNSD) Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan
dengan Keputusan Eupati.

Bagian Kedua
Tahapan pengadaan

Pasal 6

Tahapan pengadan CPNSD dimulai dengan:
a. Perencanaan;
b. Pengumuman;
c. Pendaftaran;
d. Tes penyaringan;
e. Penetapankelulusan.

Pasal 7

Tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berpedoman pada
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2OO7
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon pegawai Negeri
Sipil.

Pasal 8

(1) Tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf
c dan tahapan tes penyaringan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 hurufd dapat dikerjasamakan dengan lnstansi pemerintah
Lainnya.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
dengan swakelola.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 9

(1) Anggaran pelaksanaan pengadaan CPNSD Kabupaten Kediri
Tahun Anggaran 2008 dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2008.

(2) Pelaksanaan kebijakan pengelolaan anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk tahapan pendaftaran dan tes
penyaringan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Bupati ini.



KETENTSiBN XLNUTUP

Pasal 1O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

19ar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
P€raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratt
Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggal 28-fi-zs,o8

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
padatanggal 28 - 10 - ZOOB
PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

trd

SUPOYO
BER1TA DAEMH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2OO8 NOMOR 21

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH



IAMPIRAN: PERATUMN BUPATT KED|RI
NOMOR :21 TAHUN2008
TANGGAL :28 - 10 - 2o0B

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENGADAAN CALON PEGAWAINEGERI SIPIL DAERAH

(CPNSD) KABUPATEN KED]RI TAHUN ANGGARAN 2OO8

NO URAIAN KEGIATAN HARGA SATUAN

1 Honoraflum Pembuatan Design sistem dan

prosedur pendaftaran CPNS

Rp. 300.000,Jorg/hari

2 Honorarium Entry data pelamar CpNS Rp. 100.000,-/org/hari

3 Honorarium penyusunan soal tes CPNS Rp 300 000,-/org/jam

4 Honorarium review dan perbaikan soal tes CpNS Rp. 300.000,Jorglhari

5 Honorarium pengamanan tempat penyusunan soal

tes CPNS

Rp. 150.000,Jorglhari

6 Honorarium pendampingan panitia pelaksanaan

ujian CPNS

Rp. 250.000,-/org/hari

7 Honorarium koreksi hasil teVlembar jawaban

komputer (LJK)

Rp. 2.000,-/lembar

I Honorarium penpsunan laporan hasit seleksi

CPNS

Rp. 50.000,Jhalaman

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAEMH

PRAJA

D


